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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
 

Strategi Ditsamapta Polda Aceh dalam Penanganan Unjuk Rasa 
Melalui Sistem Rayonisasi Wilayah 

 
 

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang 
Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), Ditsamapta bertugas membina 
dan menyelenggarakan tugas umum kepolisian, pengendalian massa dan 
unjuk rasa serta bantuan satwa. 

Provinsi Aceh memiliki sejarah panjang konflik bersenjata antara 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia yang berakhir 
dengan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Sejarah ini membuat 
penanganan unjuk rasa di Provinsi Aceh menjadi sangat sensitif. 
Tindakan represif dari aparat bisa membuka kembali luka lama dan 
memicu ketegangan baru. 

Sistem penanganan Unjuk Rasa di tiap Polres masih bersifat parsial 
dengan menggunakan sumber daya yang ada sehingga belum optimal 
untuk menghentikan Tindakan anarkis dan melokalisir kejadian untuk 
tidak meluas ke wilayah lain. Perbantuan perkuatan yang ada baik dari 
Polres terdekat belum diatur secara jelas sehingga tidak terkoordinasi 
dengan baik bisa menjadikan situasi anarkis dan konflik meluas. 

Polda Aceh melalui Direktorat Samapta Polda Aceh menyusun 
Sistem Rayonisasi Wilayah sebagai strategi untuk mengendalikan 
beberapa fungsi kepolisian dan Satuan Wilayah secara terpadu dan 
terintegrasi untuk merespon gangguan Kamtibmas pada pada saat 
pelaksanaan kegiatan unjuk rasa. Maka pada ajuan Proyek Perubahan 
PKN-II Tahun 2024 diajukan judul  “Strategi Ditsamapta Polda Aceh 
dalam Penanganan Unjuk Rasa Melalui Sistem Rayonisasi Wilayah” 
sebagai solusi efektif dan efesien mengantisipasi gangguan Kamtibmas 
pada kegiatan unjuk rasa sekaligus menegaskan dan menguatkan peran 
Ditsamapta sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan Pengendalian 
Massa (Dalmas). 
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Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya mampu 
menyelesaikan Implementasi Proyek Perubahan yang berjudul: “Strategi 
Ditsamapta Polda Aceh Dalam Penanganan Unjuk Rasa Melalui 
Sistem Rayonisasi Wilayah”. 

Ucapan terima kasih juga saya berikan sebagai bentuk 
penghormatan terhadap Dirsamapta Polda Aceh, Kombes Pol. Ery 
Apriono, S.I.K, M.Si selaku Mentor selama saya melakukan  
Implementasi  Proyek  Perubahan.  Terima  kasih  juga  saya  sampaikan  
kepada Ibu Dr. Ir. Retno Setijowati, M.S, selaku Coach yang telah 
membimbing juga menuntun dengan kesabaran dan penuh motivasi 
dalam pengerjaan proyek perubahan ini berlangsung. Terima kasih juga 
saya sampaikan kepada anggota Tim Efektif Ditsamapta Polda Aceh 
dan anggota pada Bagbinopsnal Ditsamapta Polda Aceh yang telah 
banyak memberikan dukungan dan kooperatif selama proyek perubahan 
berlangsung, juga seluruh Stakeholder dan pihak-pihak yang tidak bisa 
saya sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proyek perubahan ini.  
Saya juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada 
segenap Pimpinan, Pengajar, dan Widyaiswara juga Ketenagaan lainnya 
pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Ucapan terima kasih 
juga saya berikan kepada seluruh rekan-rekan Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 yang datang dari 
berbagai latar belakang Instansi, terima kasih untuk dukungan dan 
motivasi satu sama lain untuk dapat menyelesaikan proyek perubahan, 
saya harap kita akan terus berkomunikasi dan menjadi keluarga setelah 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini selesai. 

Laporan implementasi proyek perubahan ini adalah hasil dari 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagai bentuk 
menunjukkan kinerja dalam merancang suatu perubahan pada unit kerja 
dan memimpin perubahan untuk dapat memberikan hasil yang 
signifikan. Akhir kata, besar harapan saya bahwa hasil dari 
implementasi proyek perubahan ini yang berbentuk Sistem Rayonisasi 
Wilayah dalam penanggan unjuk rasa kedepan dapat memberikan 
manfaat bagi Polda Aceh dalam memudahkan pengendalian 
penangganan unjuk rasa sehingga dapat lebih efektif dan efisien. 

Banda Aceh,    November 2024 
Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

1. Isu Strategis 

Penanganan unjuk rasa di Provinsi Aceh memiliki isu-isu 
strategis yang unik, mengingat konteks sejarah, sosial, dan politik 
yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Berikut adalah 
beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan dalam penanganan 
unjuk rasa di Aceh: 

1. Sejarah Konflik dan Perdamaian 

Aceh memiliki sejarah panjang konflik bersenjata antara 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia yang 
berakhir dengan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Sejarah 
ini membuat penanganan unjuk rasa di Aceh menjadi sangat 
sensitif. Tindakan represif dari aparat bisa membuka kembali 
luka lama dan memicu ketegangan baru. 

2. Otonomi Khusus dan Harapan Masyarakat 

 Aceh memiliki status otonomi khusus yang diberikan 
berdasarkan kesepakatan damai. Masyarakat Aceh sering 
mengaitkan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik dengan 
implementasi otonomi khusus ini. Unjuk rasa sering kali 
merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat 
atau daerah yang dianggap tidak memenuhi harapan 
masyarakat dalam kerangka otonomi khusus. 

3. Isu Syariat Islam 

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang 
menerapkan syariat Islam sebagai hukum lokal. Penanganan 
unjuk rasa di Aceh harus mempertimbangkan sensitivitas ini, 
terutama jika isu yang diangkat terkait dengan penerapan 
syariat atau kebijakan yang dianggap bertentangan dengan 
nilai-nilai Islam menurut pandangan lokal. 

4. Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah dan Aparat 

Kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat 
dan aparat keamanan bisa berfluktuasi berdasarkan 
bagaimana isu-isu lokal ditangani. Penanganan unjuk rasa 
yang tidak bijaksana dapat merusak kepercayaan ini dan 
memicu ketegangan yang lebih besar.
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5. Isu Ekonomi dan Pembangunan 

Ketimpangan ekonomi dan pembangunan di Aceh, 
meskipun provinsi ini menerima dana otonomi khusus yang 
cukup besar, sering menjadi pemicu unjuk rasa. Isu-isu seperti 
kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan dalam distribusi 
sumber daya dapat memicu gerakan protes yang kuat. 

6. Dinamika Kelompok Masyarakat Sipil dan Mantan 
Kombatan 

 Unjuk rasa di Aceh sering melibatkan berbagai 
kelompok masyarakat sipil, termasuk mantan kombatan GAM 
dan keluarga mereka. Penanganan unjuk rasa harus 
mempertimbangkan dinamika ini, karena mantan kombatan 
memiliki pengaruh sosial dan politik yang signifikan di Aceh. 

7. Peran Media Lokal dan Internasional 

Media lokal di Aceh memiliki peran penting dalam 
membentuk opini publik terkait unjuk rasa. Selain itu, 
mengingat perhatian internasional terhadap Aceh pasca-
konflik, cara penanganan unjuk rasa bisa menjadi sorotan 
internasional, terutama jika terjadi pelanggaran hak asasi 
manusia. 

8. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam 
penanganan unjuk rasa sangat penting di Aceh. Ketegangan 
antara kedua pihak bisa muncul jika ada perbedaan 
pandangan atau pendekatan dalam menangani isu-isu lokal 
yang memicu unjuk rasa. 

9. Keamanan dan Ketertiban Umum 

Aceh masih menghadapi tantangan dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban umum, terutama di daerah-daerah 
yang pernah menjadi basis konflik. Penanganan unjuk rasa 
harus mengutamakan pendekatan yang menjaga stabilitas, 
tanpa memicu kekerasan atau konflik baru. 
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Tabel 1. Rekapitulasi data unjuk rasa tahun 2023 dan 2024. 

NO POLRES JAJARAN 
JUMLAH 

UNRAS 2023 

JUMLAH UNRAS 
2024 (Januari – 

Oktober) 

JUMLAH 

UNRAS  

 

1 SABANG 2 NIHIL 2 
2 POLRESTA BANDA 

ACEH 

79 43 123 
3 ACEH BESAR 1 NIHIL 1 

4 PIDIE 3 3 6 

5 PIDIE JAYA NIHIL NIHIL NIHIL 
6 BIREUEN 2 2 4 
7 LHOKSEUMAWE 13 4 17 

8 ACEH UTARA 1 NIHIL 1 
9 ACEH TIMUR NIHIL 2 2 
10 LANGSA 5 2 7 
11 ACEH TAMIANG 5 NIHIL 5 
12 ACEH JAYA NIHIL NIHIL NIHIL 
13 ACEH BARAT 10 3 13 
14 NAGAN RAYA 1 1 2 
15 ABDYA 1 3 4 
16 ACEH SELATAN 2 NIHIL 2 
17 ACEH SINGKIL 1 2 3 
18 SUBUSSALAM 2 2 4 
19 BENER MERIAH 2 NIHIL 2 
20 ACEH TENGAH 7 2 9 
21 GAYO LUES NIHIL 1 1 
22 ACEH TENGGARA 18 3 21 
23 SIMEULUE 2 NIHIL 2 

JUMLAH UNRAS 157 68 231 
 

 

2. Gambaran Umum Direktorat Samapta 

Dit Samapta Polda Aceh beserta 23 Polres/Ta jajaran 

adalah unsur utama dalam penanganan unjuk rasa. Belajar dari 

pengalaman penanganan kegaiatan unjuk rasa, setiap Polres 

jajaran dengan perkuatannya sudah menyusun sistem 

pengamanan di wilayahnya. Melihat kejadian sebelumnya pada 

kegiatan unjuk rasa mempunyai anatomi kejadian antara lain : 

a. adanya unsur kekerasan, intimidasi dan teror. 

b. Unjuk rasa bisa meluas antar daerah atau kabupaten/kota. 

c. Pergerakan massa ataupun mobilitas cukup cepat dan 

menimbulkan konflik anarkis.  
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Mendasari Perkap 1 tahun 2019 tentang sistem manajemen 

dan standar keberhasilan operasional polri dalam menghadapi 

dan menanggulangi berbagai permasalahan di dalam negeri maka 

bentuk operasional polri yang dikembangkan adalah  operasi 

kepolisian dan kegiatan kepolisian. Terkait dengan bentuk 

kegiatan kepolisian ditiap satuan kewilayahan tingkat polda, 

Ditsamapta merupakan satuan kerja di kepolisian daerah yang 

mengemban tugas membina dan menyelenggarakan tugas umum 

kepolisian, pengendalian massa dan unjuk rasa serta bantuan 

satwa sesuai Perpol 14 tahun 2018 tentang SOTK Polri bisa 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditsamapta Polda Aceh 
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Tugas dan Fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan 

pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi 

dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;  

b. pembinaan manajemen operasional dan latihan, 

penyelenggaraan Anev, monitoring, supervisi, sosialisasi, 

asistensi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian 

informasi dan dokumentasi; 

c. pelaksanaan kegiatan Turjawali dan pengamanan kegiatan 

masyarakat/pemerintahan serta bantuan SAR; 

d. pelaksanaan kegiatan pengendalian massa, unjuk rasa, dan 

negosiasi, penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan 

dan TPTKP; dan 

e. pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi satwa dalam 

mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban. 

 

Dari penjabaran tugas dikaitkan dengan kegiatan 

pengendalian massa dalam kegiatan unjuk rasa maka bisa 

disimpulkan bahwa penanganan unjuk rasa harus dilaksanakan 

secara terpadu yang melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan 

beberapa satuan wilayah dalam kegiatan kepolisian terpadu. Ini 

menjadikan peran yang penting Direktorat Samapta dalam 

penangganan kegiatan unjuk rasa sesuai dengan tugas. Di 

beberapa kegiatan unjuk rasa kita belajar dari pengalaman 

penanganan kegiatan unjuk rasa kurang terkoordinir dengan baik. 

Back up perkuatan belum diatur secara rinci baik satuan wilayah 

ataupun fungsi kepolisian yang ada. Polres yang terdekat 

menyiapkan perbantuan perkuatan apabila ada perintah dari 

satuan atas sehingga kecepatan untuk membantu menangani 

kegiatan unjuk rasa menjadi terlambat dan unjuk rasa menjadi 
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anarkis dan meluas, unjuk rasa tidak bisa dikendalikan yang akan 

mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. 

 

B.   Analisa Masalah 

Dari penjelasan dan gambaran tentang situasi kegiatan unjuk rasa 

maka kita mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain: 

1.  Polres jajaran Polda Aceh sebagai satuan terdepan dalam 

penanganan kegiatan unjuk rasa yang terjadi, sudah mempunyai 

sistem penanganan dalam bentuk sispam mako maupun Sispam 

Kota dengan sumber daya yang ada tetapi tidak terintegrasi dengan 

Polres lainnya hanya fokus pada wilayahnya sendiri. Dimungkinkan 

apabila terjadi unjuk rasa yang melibatkan massa yang banyak 

dengan mobilitas yang tinggi akan meluas di beberapa daerah. 

2. Personil pengamanan khususnya satuan dalmas dan peralatan 

pendukung sebagai fungsi kepolisian terdepan  di tiap Polres belum 

memadai untuk penanganan unjuk rasa, satuan dalmas dibentuk 

menggabungkan personil dari satuan fungsi lain dan jumlahnya 

masih terbatas di satu sisi peralatan yang digunakan baik 

perorangan dari tameng, helm dan tongkat polri tidak memadai 

ataupun perlengkapan pendukung seperti mobil AWC (Armor Water 

Cannon) untuk membubarkan massa dan kawat pembatas untuk 

menyekat atau melokalisir kejadian tidak semua Polres ada. 

 3. Perbantuan perkuatan dan sarana prasarana yang diperlukan 

belum ada diatur secara rinci tentang siapa yang memberikan 

bantuan perkuatan dan sarpras sesuai jumlah perkuatan dan 

kemampuan yang dibutuhkan. Perbantuan perkuatan bisa 

dilaksanakan dengan satuan wilayah terdekat ataupun fungsi 

kepolisian lainnya dari satuan atas dari Kie Dalmas Nusantara dit 

Samapta Polda bisa juga perbantuan kemampuan dari Dit Intelkam 
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untuk giat deteksi, penggalangan ataupun penyidik dari Dit 

Reskrimum untuk membantu tindakan penegakan hukum. 

4. Dalam penanganan unjuk rasa ataupun yang berkembang menjadi 

rusuh massa, mendasari Peraturan Kapolri tentang Pengendalian 

Massa fungsi kepolisian yang pertama menangani kejadian adalah 

satuan dalmas awal, satuan dalmas lanjut dan satuan PHH Brimob. 

Satuan dalmas bisa berasal dari Polres atau polda untuk PHH 

brimob berasal dari satuan Pelopor Brimob yang ada di Polda. 

Ketentuan penanganan unjuk rasa didasarkan dari perkiraan situasi 

yang terbagi menjadi  situasi aman (hijau), rawan (kuning) dan 

sanagat rawan (merah) akan dilaksanakan pergantian personil 

pengamanan berdasarkan situasi yang berkembang dengan 

adanya lapis ganti antara sat dalmas awal dengan sat dalmas lanjut 

dilanjutkan lintas ganti antara dalmas lanjut dengan PHH Brimob 

dalam pelaksanaan dilapangan masih terdapat koordinasi dan 

komunikasi tidak terbangun dengan baik sehingga penanganan 

unjuk rasa berubah menjadi tindakan anarkis dan meluas ke 

sasaran lain. 

 

C. Gagasan Proyek Perubahan 

 

       Dari gambaran permasalahan diatas Ditsamapta Polda Aceh sesuai 

dengan tugas pokok dalam Perpol 14 tahun 2018 tentang SOTK 

POLRI, menyusun strategi dalam penanganan unjuk rasa melalui 

system rayonisasi wilayah melalui kegiatan kepolisian terpadu dengan 

melibatkan satuan wilayah dan fungsi kepolisian diintegrasikan dalam 

Sistem Rayonisasi Wilayah Polda Aceh sebagai solusi yang efektif 

menjawab permasalahan dengan Grand Design sebagai berikut: 
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1. Penanganan unjuk rasa di tiap Polres diintegrasikan dengan 

membentuk rayonisasi. Polres jajaran Polda Aceh sebanyak 23 

Polres akan dibentuk menjadi 6 rayon dengan ketentuan tiap rayon 

menjadi tanggung jawab bersama Polres dalam bagian rayon 

tersebut. Apabila terjadi kejadian di salah satu Polres dalam rayon 

tersebut menjadi kewajiban Polres lainnya dalam bagian rayon 

tersebut untuk membantu baik itu perkuatan maupun sarana 

prasarana yang dibutuhkan dengan dikomunikasikan dan 

dikoordinasikans sesuai tingkat kerawanan dan eskalasi situasi 

unjuk rasa. 

 

Gambar 2. Peta Rayonisasi Polres Jajaran Polda Aceh 

  

 

2. Selanjutnya perkuatan dari Polda akan digerakkan 1 (satu) kompi 

Dalmas Nusantara dari Dit Samapta dan membuat kompi kerangka 

yang berisikan gabungan personil staf mapolda ditambah personil 

dengan lapis kemampuan untuk melakukan deteksi, penggalangan 
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dari Dit Intelkam dan penyidik Dit Reskrimum dalam upaya 

penegakan hukum. 

 

3. Menyiapkan personil Sat Dalmas minimal 100 personil untuk 

melaksanakan latihan peningkatan kemampuan personil sat dalmas 

di tiap Polres baik yang dilaksanakan mandiri di tingkat Polres 

ataupun dari Polda. Pelatihan dilaksanakan secara parsial atau 

dengan satuan brimob untuk memadukan cara bertindak dilapangan 

dalam penanganan konflik sehingga tahapan dalam melaksanakan 

lintas ganti ataupun lapis ganti antara sat dalmas dengan pasukan 

PHH Brimob tidak menjadi kendala di lapangan. 

 

4. Komando dan Pengendalian 

a. Perbantuan Kekuatan 

1) Apabila situasi/keadaan masih aman tahap I warna hijau 

kendali berada pada Kapolres/Ta, menggunakan 2/3 

kekuatan dari personil organik yang ada di kesatuannya 

masing-masing (belum memerlukan BKO). 

2) Apabila situasi/keadaan eskalasi menunjukkan adanya rusuh  

tahap II warna kuning, maka Kapolres/Ta melaporkan dan 

meminta backup kepada Kapolda melalui Karoops Polda 

Aceh. 

3) Apabila situasi sudah menjurus anarkis tahap III warna merah 

maka Kapolda Aceh mengambil alih Kodal umum dan 

menunjuk Dirsamapta atau Dansatbrimob sebagai 

pengendali lapangan serta mengerahkan seluruh unsur 

pelibatan kekuatan yang ada di Polda Aceh dan Jajarannya 

serta Instansi terkait yang ada di wilayah Aceh. 

4) Apabila dalam penanggulangannya Polda Aceh dan jajaran 

tidak mampu maka Kapolda Aceh dapat meminta perkuatan 

dan bantuan dari pihak TNI (AD, AL dan AU) dengan 
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disesuaikan eskalasi ancaman/gangguan baik personil 

maupun jenis peralatan yang digunakan. 

5) Apabila seluruh perkuatan telah dikerahkan namun eskalasi 

masih belum tertangani, maka Kapolda Aceh meminta 

backup kekuatan dari Mabes Polri (Kapolri melalui Asops 

Kapolri) baik personil dan peralatan sesuai kebutuhan. 

b. Instruksi dan Koordinasi 

1) Penanggung Jawab, memimpin dan mengendalikan  sistem 

rayonisasi wilayah dalam penangganan unjuk rasa berada di 

tangan Kapolda Aceh.  

2) Komando dan pengendalian pada tingkat Polres/ta adalah 

Kapolres/Ta. 

3) Dalam hal menerima backup kekuatan dari Polres/ta lain 

maupun dari Polda, Kodal tetap pada Kapolres/Ta, walaupun 

ada pejabat Polda yang lebih tinggi sifatnya 

konsultan/asistensi Kapolres. 

4) Dalam hal eskalasi gangguan kamtibmas meningkat atau 

ditentukan lain Kodal dapat di ambil alih oleh Kapolda Aceh. 
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5. Strategi pelaksanaan Sistem Rayonisasi Wilayah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sistem Rayonisasi Wilayah Polda Aceh 
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SOLUSI INOVATIF: 
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MANFAAT : 
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Situasi Aman dan 
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TARGET JANGKA 

PENDEK : 
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Rasa di Wilayah 
Polda Aceh (SOP) 

• Terlaksananya 
sosialisasi sistem 
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Aceh kepada internal 
satker opsnal Polda 
Aceh dan eksternal 
Polres. 
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Latkatpuan Dalmas 

TARGET JANGKA 

MENENGAH : 

• Tersusunnya Sistem 
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Peraturan Kapolda. 

TARGET JANGKA 
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Rayonisasi Wilayah 
Polda Aceh dlm 
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statemen Sistem 

penangganan unjuk 
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belum efektif  



 
 

 
   12 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Strategi Ditsamapta Polda Aceh untuk penanganan unjuk 

rasa melalui sistem rayonisasi wilayah akan memadukan dan 

mengintegrasikan beberapa fungsi kepolisian serta satuan wilayah 

dalam kegiatannya dengan tujuan:  

a. Tujuan Jangka Pendek 

1) Tersediannya Grand Desain Sistem Rayonisasi Wilayah 

melalui :  

a. Terbentuknya Sistem Rayonisasi Wilayah  

b. Tersusunnya Draft Sistem Rayonisasi Wilayah 

Penangganan Unjuk Rasa di Polda Aceh dan SOP. 

c. Tersusun Sistem Back Up Perkuatan dan Sarana 

Prasarana di Polda Aceh 

2) Terlaksananya sosialisasi Sistem Rayonisasi Wilayah 

Penangganan Unjuk Rasa Polda Aceh kepada satker 

Ditsamapta Polda Aceh dan Polres jajajran. 

3) Terlaksananya Latihan Peningkatan Kemampuan 

Pengendalian Massa dalam penangganan unjuk rasa. 

b. Tujuan Jangka Menengah 

Tersusunnya sistem rayonisasi wilayah penangganan 

unjuk rasa dalam bentuk Peraturan Kapolda Aceh. 

c. Tujuan Jangka Panjang 

Pengesahan Sistem Rayonisasi Wilayah dalam 

Penangganan Unjuk Rasa di Polda Aceh menjadi peraturan 

kapolda sebagai pedoman penanganan unjuk rasa. 

 

2.  Manfaat 

Terlaksananya sistem Rayonisasi wilayah sebagai rujukan 
dan solusi penanganan unjuk rasa mempunyai manfaat: 

 

a. Bagi Organisasi 
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1) Terciptanya kecepatan penanganan unjuk rasa agar tidak 

berdampak lebih luas; 

2) Terbentuknya dukungan moril anggota supaya lebih 

percaya diri dalam penanganan unjuk rasa; 

3) Sebagai rujukan bagi satker polda dan Polres jajaran dalam 

penanganan unjuk rasa; 

4) Memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam 

penanganan unjuk rasa; 

5) Terintegrasi dan terpadunya fungsi kepolisian dan satuan 

wilayah dalam penanganan unjuk rasa; 

6) Menjadi solusi yang efektif dan efisien tentang perbantuan 

perkuatan dan sarpras yang diatur secara rinci; 

7) Menegaskan fungsi dan peran satuan kerja maupun satuan 

wilayah dalam operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian 

untuk penangan unjuk rasa; 

8) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat tehadap Polri 

sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 

b. Bagi Masyarakat 

1) Mendapatkan rasa aman.  

2) Kegiatan masyarakat dalam aktifas sosial budaya, 

perekonomian, pendidikan dapat berjalan dengan aman 

dan lancar. 

3) Hilangnya rasa takut untuk melakukan aktifitas kehidupan 

masyarakat 

 

c. Bagi Stakeholder 

1) Mewujudkan kolaborasi, koordinasi dan komunikasi dalam 

penanganan unjuk rasa. 
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2) Aktifitas pembangunan di daerah terlaksana dengan aman 

dan lancar. 

 

D. Milsestone 

1. Jangka Pendek 

a. Tersusunnya grand design Sistem Rayonisasi Wilayah Polda 

Aceh dalam penangganan unjuk rasa melalui rayonisasi 

Polres/Ta, pengaturan backup perkuatan dan sarana prasarana 

dari Polda Aceh. 

b. Terlaksananya Sosialisasi Sistem Rayonisasi Wilayah Polda 

Aceh dalam penangganan unjuk rasa kepada Internal Satker 

Ditsamapta Polda Aceh dan Eksternal Polres Jajaran. 

c. Terlaksananya Latihan/ simulasi penangganan unjuk rasa. 

2. Jangka Menengah 

Tersusunnya Sistem Rayonisasi Wilayah penanganan unjuk rasa 

menjadi paraturan Kapolda. 

3. Jangka Panjang 

Pengesahan Sistem Rayonisasi Wilayah penanganan unjuk 

rasa menjadi peraturan kapolda sebagai pedoman penanganan 

unjuk rasa di Polda Aceh. 

 

F. Strategi Marketing 

1. Identifikasi Stakeholder 

Identifikasi stakeholder adalah identifikasi instansi/individu 

yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap proyek 

perubahan.   Stakeholder unsur internal Polda Aceh dan unsur 

external satwil jajaran Polda Aceh.  Stakeholder eksternal terdiri dari 

Politisi, Masyarakat Aceh, Lembaga Swadaya Masyarakat dan 

Media Massa.  
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Tahapan Stakeholder 
Internal 

Stakeholder 
Eksternal 

1. Mengundang para 

perwira dan bintara 

yang akan dilibatkan 

dalam tim efektif 

proyek perubahan. 

Kasubbag 
Renmin 
Ditsamapta, 
Kasubdit Dalmas 
Ditsamapta, 
Kasubdit Gasum 
Ditsamapta, Pa & 
Ba Bagbinopsnal 
Ditsamapta 
 

 

2. Membuat sprin Tim 

efektif ditandatangani 

oleh Dirsamapta atas 

nama Kapolda 

Bidang Renmin 

Bagbinops 

Ditsamapta  

 

3. Mengundang Tim dan 

mengarahkan tugas 

dan schedule 

pelaksanaan 

Tim Efektif I, Tim 

Efektif II.  Tim 

Efektif III. 

 

4. Menyusun draft Sistem 

rayonisasi penanganan 

unjuk rasa Polda Aceh 

Tim Efektif 

bersama project 

leader  

 

5. Ekspos di depan 

Dirsamapta, Wadir 

Samapta, PJU 

Ditsamapta 

PJU dan Perwira 

Ditsamapta 

 

6. Pertemuan tim efektif 

untuk merencanakan 

sosialisasi dengan 

internal satker Polda 

Aceh dan eksternal 

satwil jajaran Polda 

Aceh 

 

Tim Efektif I, Tim 

Efektif II.  Tim 

Efektif III. 

 

7. Pelaksanaan 

sosialisasi sistem 

rayonisasi wilayah 

dalam penanganan 

unjuk rasa di internal 

Ditsamapta Polda Aceh 

 
 
 
 
 

Tim Efektif I, Tim 

Efektif II.  Tim 

Efektif III. 
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Tahapan Stakeholder 
Internal 

Stakeholder Eksternal 

8. Sosialisasi kepada satwil 

Jajaran Polda Aceh di 

wilayah bagian lintas timur 

Aceh (12 Polres Jajaran) 

dipusatkan pada Polres 

Lhokseumawe 

Kabagbinops, 

ksbgrenminops, 

ksblatpraops, 

Kasubdit 

Bhabinkamtibmas, 

Kasubditmultimedia, 

Bamin Bagbinops 

Kasat Samapta Polresta 

B.Aceh,  Resabes,  Res 

pidie,  Res pijay,  Res 

Bireun, Res Bm, Res 

Ateng,  Res Lhokseumwe, 

Res Acut, Res Atim, Res 

Langsa, Res Atamiang, 

Res Sabang 

Kasatsamapta Res 

Polresta B.Aceh,  Res 

abes,  Res pidie,  Res 

pijay,  Res Bireun, Res 

Bm, Res Ateng, Res 

Lhokseumwe, Res Acut, 

Res Atim, Res Langsa, 

Res Atamiang, Res 

Sabang. 

Peserta 40 orang. 

9. Sosialisasi kepada satwil 

Jajaran Polda Aceh di wil 

bagian lintas barat Aceh (11 

Polres Jajaran) dipusatkan 

pada Polres Aceh Barat 

Kabagbinops, 

Kasubdit Dalmas, Tim 

Efektif III 

Kasat Samapta Res 

A.Jaya, Res Abar, Res 

Nagan Raya, Res Abdya, 

Res Asel, Res 

Subulussalam, Res Singkil, 

Res Agara, Res Galus, 

Res Simeulue. 

Kasatsamapta Res A.Jaya, 

Res Abar, Res Naganraya, 

Res Abdya, Res Asel, Res 

Subulussalam, Res Singkil, 

Res Agara, Res Galus, 

Res Siemeulue. 

Peserta 40 orang 

10. Pelatihan peningkatan 

Kemampuan pengendalian 

Massa dalam penangganan 

unjuk rasa 

Dirsamapta, Wadir 

Samapta, Kasubdit 

Dalmas, PJU 

Ditsamapta, Kompi 

Dalmas. 

 

11. Penyusunan Tim Pokja 

sistem Rayonisasi Wilayah 

dalam penangganan unjuk 

rasa menjadi peraturan 

Kapolda 

Mentor (Dirsamapta), 

Wadir Samapta, 

kabagbinopsnal, tim 

efektif 

Bidkum Polda Aceh, 

Kabagbinopsnal 

Ditsamapta. 
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2. Net-Map Stakeholder 

Dari paparan tersebut di atas, maka identifikasi stakeholders 

dalam pelaksanaan proyek perubahan dijelaskan dan dipetakan 

sesuai dengan tingkat pengaruh dan kepentingan dari masing-

masing stakeholder, seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Net-Map Stakeholder 

Influence 

Influence 

Promoters 

(Kepentingan besar & 

pengaruh yang besar) 

• Kapolda Aceh 
• Dirsamapta 
• Karoops 
• Kasubdit Dalmas 
• Para Kapolres/Ta 

Defenders 

(punya kepentingan 

besar & sedikit 

berpengaruh ) 

• Masyarakat Aceh 
• LSM 
• Media Massa 

Latens 

(Kepentingan sedikit 

namun punya 

pengaruh besar) 

• Politisi 
• Tokoh Masy 
• LSM 

Apathetics 

(tidak punya 

kepentingan dan tidak 

berpengaruh) 

• Masyarakat Aceh 
• LSM 
• Pelaku bisnis tdk 

terdampak 
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Berdasarkan gambar pada Analisa stakeholder di atas, 

maka masing-masing stakeholder dapat diklasifikasikan 

berdasarkan nilai terendah sampai nilai tertinggi yang ada dalam 

kuadran, adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Promoters (high influence, high interest): memiliki kepentingan 

besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu 

membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya); 

b. Defenders (low influence, high interest): memiliki kepentingan 

pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam 

komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi 

kegiatan; 

c. Latents (high influence, low interest): tidak memiliki 

kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi 

memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kegiatan jika 

mereka menjadi tertarik; 

d. Apathetics (low influence, low interest) : kurang memiliki 

kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak 

mengetahui adanya kegiatan. 

 

G. Potensi Kendala dan Solusi 

1. Potensi Kendala 

Dalam rangka pencapaian hasil-hasil pelaksanaan Proyek 

Perubahan, perlu dilakukan identifikasi berbagai potensi kendala 

yang akan akan ditemukan dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Kendala Waktu, yaitu : Waktu pelaksanaan yang bersamaan 

dengan kegiatan dan tugas  lain sehingga dapat mengganggu 

pencapaian target kegiatan. 

b. Kendala SDM, yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam 

pelaksanaan proyek perubahan ini. 



 
 

 
   19 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

c. Kendala Motivasi, yaitu : Kurangnya motivasi stakeholder 

melaksanakan kegiatan karena kurangnya pemahaman akan 

manfaat proyek perubahan. 

 

2. Solusi 

Dengan memperhatikan berbagai potensi kendala yang 

diperkirakan akan ditemukan dalam pelaksanaan proyek 

perubahan, maka dibutuhkan strategi dalam mengatasai kendala 

(mitigasi), sebagai berikut: 

a. Melakukan pembagian tugas dan menyusun prioritas kegiatan 

sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 

b. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan menyusun 

prioritas kegiatan dalam pelaksanaan proyek perubahan. 

c. Melakukan komunikasi secara intensif kepada semua 

stakeholder tentang manfaat aksi perubahan. Disamping itu juga 

dapat dilakukan sosialisasi tentang besarnya manfaat proyek 

perubahan. 

 

H. Faktor Kunci Keberhasilan 

Proyek Perubahan Strategi Ditsamapta Polda Aceh dalam 

Penanganan Unjuk Rasa melalui Sistem Rayonisasi Wilayah, 

memiliki beberapa faktor keberhasilan yang diidentifikasi sebagai 

berikut : 

1. Dukungan Tim Efektif dan Stakeholders, yaitu: 

a. Keterlibatan Tim Efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan 

Rancangan Proyek Perubahan (RPP); 

b. Keterlibatan/Peran Serta, Persepsi dan Testimoni Stakeholder 

atau Pemangku Kepentingan dalam Aksi Perubahan; 
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c. Penyelenggaraan proses Rapat Persiapan, Rapat Pembahasan, 

Rapat Finalisasi dan sebagainya bersama Tim Efektif dan 

Stakeholders. 

 

2. Dukungan Evidence Proyek Perubahan, yaitu : 

a. Dokumentasi berupa dokumen kertas, dokumen foto/digital, data 

dan informasi yang terkumpul dari para Stakeholder Proyek 

Perubahan yang menjadi Evidence Proyek Perubahan. 

b. Video Persepsi atau Testimoni dari para Stakeholder kunci 

dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 

 

A. Implementasi Kepemimpinan Strategis 

Project Leader mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 

menunjuk personil yang membidangi dari satker Ditsamapta sesuai 

jabatannya dalam penyusunan SOP dan Pedoman tekhnis, sosialisasi satker 

internal Polda Aceh dan Polres Jajaran, serta Latihan/ simulasi lapangan dalam 

Tim Efektif Proyek Perubahan. Dengan membuat Nota dinas permintaan 

personil yang dilibatkan kepada kasatker masing masing dikuatkan oleh Surat 

Perintah Direktur Samapta Polda Aceh. Selanjutnya membagi Tim Efektif 

menjadi Tim I membidangi Penyusunan SOP dan Pedoman Teknis Sistem 

Rayonisasi Wilayah Polda Aceh, Tim II membidangi  Kegiatan  Latihan/simulasi 

lapangan, Tim III membidangi kegiatan Sosialisasi Internal Satker Ditsamapta dan 

Polres jajaran. Membuat komitmen bersama antara Project Leader dan Tim 

Efektif untuk bersama sama menyelesaikan Proyek Perubahan. 

Mengoptimalkan sarana prasarana yang digunakan dalam Proyek 

Perubahan dengan menggunakan sarana prasarana yang ada di Direktorat 

Samapta seijin Direktur Samapta Polda Aceh berupa ATK kantor, komputer, 

sarana Zoom Meeting, ruangan rapat serta penggunaan Sarana prasarana 

perorangan seperti tameng tongkat, senjata, ranmor roda dua, roda empat dan 

sarana prasarana kesatuan seperti ransus, rantis penanganan unjuk rasa yang 

dikoordinasikan dengan Kasubdit dan disetujui untuk digunakan dalam Proyek 

Perubahan.  

Memanfaatkan     peluang    dari     stakeholders    dengan komunikasi 

menyampaikan informasi dengan bertatap muka langsung dan mendapat 

respon positif dengan menandatangani pernyataan dukungan sekaligus membuat 

testimoni dalam video pernyataan dukungan Proyek Perubahan. 
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B. Capaian Tahapan Rencana Strategis 

Jangka Pendek adalah Tahapan kegiatan yang dapat dilaksanakan 

selama kurun 60 hari/ 2 bulan. 

NO Tahapan 
Utama 

Kegiatan Eviden Waktu Penanggung 
Jawab 

1 Pembuatan 
Sprin tim efektif 

Meminta personil 
untuk ditunjuk sebagai 
tim efektif 

✓ Undangan 
✓ notulensi 

rapat 
✓ daftar hadir 

Minggu ke 1 
September 

Project Leader 
 

Membuat sprin Tim 
efektif dan ditanda 
tangani Dirsamapta  

✓  sprin tim 
efektif  

Minggu ke 1 
September 

Project Leader 
 

Mengundang Tim dan 
mengarahkan tugas 
dan schedule 
pelaksanaan 

✓ Undangan 
✓ Notulensi 

rapat 
✓ Daftar Hadir 

Minggu ke 2 
September 

Project Leader 
 

2 Pembuatan 
grand design 
sistem 
rayonisasi 
wilayah Polda 
Aceh 

Tim Efektif 
menyampaikan usulan 
SOP dan draft sistem 
rayonisasi wilayah 
Polda Aceh kepada 
project leader 

✓ Draft sistem 
rayonisasi 
wilayah Polda 
Aceh 

Minggu ke 1 
Oktober 

- Project Leader 
- Tim I 

-  

Pembahasan draft 
SOP dan draft sistem 
rayonisasi wilayah 
Polres/Ta dengan Tim 
Efektif 
 

✓ Undangan 
✓ Notulensi 

rapat 
✓ Daftar Hadir 

Minggu ke 2 
Oktober 

- Project Leader 
- Tim I 
 

3 Ekspos 
pembahasan  
draft Sistem 
rayonisasi 
wilayah 

Ekspos pembahasan 
di depan Dirsamapta 
dan mengundang 
Pejabat internal 
Ditsamapta Polda 
Aceh 

✓ Undangan 
Ekspos di 
depan 
Dirsamapta 

✓ Daftar hadir 
dan notulensi 

Minggu ke 3 
Oktober 

- Project Leader 
- Tim I 
 

4 Penyiapan  
rencana 
sosialisasi sistem 
rayonisasi wilayah 
penangganan 
unjuk rasa Polda 
Aceh 
 

 

 

 

Rapat pembahasan 
rencana sosialisasi 
dengan Tim Efektif  

✓ Undangan 
Rapat 

✓ Daftar hadir 
dan notulensi  

Minggu ke 4 
Oktober 
 

- Project Leader 
- Tim III 
 

Menyiapkan rencana 
administrasi sosialisasi 

✓ Sprint  
✓ Laporan hasil 

kegiatan 
✓ Daftar hadir 

Minggu ke 4 
Oktober 

- Project Leader 
- Tim III 
 

Menyiapkan sarana 
prasarana 
 
 

✓ Aula  
✓ Spanduk 

kegiatan 
✓ Infocus 

 

Minggu ke 4 
Oktober 

- Project Leader 
- Tim III 
 

Membuat laporan hasil 
kegiatan sosialisasi 

Foto2 kegiatan 
Daftar hadir 

Minggu ke 4 
Oktober 

- Project Leader 
- Tim III 
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NO Tahapan 
Utama 

Kegiatan Eviden Waktu Penanggung 
Jawab 

5 Sosialisasi 
Sistem 
Rayonisai 
Wilayah 
penanganan 
unjuk rasa 
dilingkungan 
Ditsamapata 
Polda Aceh 

Sosialisasi 
dengan 
perwakilan satker 
internal 
Disamapta Polda 
Aceh 

✓ Sprint 
Sosialisasi 

✓ Laporan 
Hasil 

✓ Daftar 
Hadir 

✓ Foto 
Kegiatan 

Minggu ke 5 
Oktober 

- Project 
Leader 

- Tim III 
 

6 Sosialisasi 
Sistem 
Rayonisasi 
Wilayah 
dengan 
Polres 
jajaran Polda 
Aceh 

Sosialisasi Sistem 
Rayonisasi 
Wilayah 
Penanganan 
Unjuk Rasa 

✓ Undangan 
Zoom 
Meeting 

✓ Notulensi 
✓ Foto 

kegiatan 
✓ Laporan 

hasil 
kegiatan 

Minggu ke 1 
November 

- Project 
Leader 

- Tim III 
 

7 Penyiapan  
rencana 
Latihan dan 
simulasi 
sistem 
rayonisasi 
wilayah 
penanggana
n unjuk rasa 
Polda Aceh 

Rapat 
pembahasan 
rencana Latihan 
dan simulasi   

✓ Undangan 
Rapat 
Daftar 
hadir dan 
notulensi  

Minggu ke 1 
November 
 

- Project 
Leader 

- Tim II 
 

Menyiapkan 
rencana 
administrasi 
latihan 

✓ Sprint  
✓ Laporan 

hasil 
kegiatan 
 

Minggu ke 1 
November 

- Project 
Leader 

- Tim II 
 

Menyiapkan 
sarana prasarana 
 
 

✓ Spanduk 
kegiatan 

✓ Ranmor/R
ansus 

✓ Peralatan 
Dalmas 
 

Minggu ke 1 
November 

- Project 
Leader 

- Tim II 
 

8 Latihan dan 
simulasi 
lapangan 

Drill Lapangan 
penanganan unjuk 
rasa 

✓ Foto 
kegiatan 

✓ Laporan 
hasil 
kegiatan 

Minggu ke 1 
November 

- Project 
Leader 

- Tim II 
 

9 Bimbingan 
Teknis ke 
mentor 
 
 
 
 
 
 
 

Membuat laporan 
hasil pelaksanaan 
kegiatan 

Dokumen 
laporan hasil 
dan foto 
kegiatan 

Minggu ke 2 
November 

- Project 
Leader 

- Staf 
Bagbionops 
Ditsamapta  
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NO Tahapan 
Utama 

Kegiatan Eviden Waktu Penanggung 
Jawab 

10 Pembulatan 
seluruh hasil 
kegiatan 

Rapat dengan tim 
efektif dan Project 
Leader dalam 
rangka konsultasi 
implementasi 
proyek perubahan 
 

✓ Undangan 
✓ Notulensi 
✓ Draft 

sistem 
rayonisasi 
wilayah 

Minggu ke 2 
November  

- Project 
Leader 

- Tim Efektif 
 

Penandatanganan 
dan persetujuan 
sistem rayonisasi 
wilayah oleh 
mentor 

✓ Draft 
sistem 
rayonisasi 
wilayah 

Minggu ke 2 
November 

- Project 
Leader 

- Tim Efektif 
 

11 Ekspose 
hasil 
kegiatan 
Sistem 
Rayonisasi 
Wilayah 
Penanganan 
Unjuk Rasa 
Polda Aceh 

Pelaksanaan hasil 
kegiatan sistem 
rayonisasi 
wilayah, 
sosialisasi di 
depan mentor dan 
PJU Ditsamapta 
Polda Aceh 

✓ Undangan 
✓ Daftar 

hadir 
✓ Laporan 

hasil 

Minggu ke 3 
Bln 
November 

- Project 
Leader 

- Tim Efektif 
 

 

1. Pembuatan Sprin tim efektif. 

a. Membuat Nota Dinas Kabagbinopsnal Polda Aceh Nomor : B/ND-

07/IX/DIK.2.5./2024/Ditsamapta perihal permintaan personel sebagai Tim 

Efektif ke Dirsamapta Polda Aceh. 

b. Pembentukan Tim Efektif berdasarkan Surat Perintah Dirsamapta Polda 

Aceh Nomor: Sprin/442/IX/DIK.2.5./2024 tentang penunjukan Tim Efektif 

Proyek Perubahan: 

1) Tim Efektif I adalah Tim yang menyusun  dari awal Sistem Rayonisasi 

Wilayah Penanganan Unjuk Rasa Polda Aceh sampai dalam bentuk 

SOP Sistem Rayonisasi Wilayah dalam penanganan unjuk rasa dan 

Pedoman Teknis. 

2) Tim Efektif II adalah menyiapkan rencana pelaksanaan 

Latihan/simulasi Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa 

dalam bentuk driil lapangan. 
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3) Tim Efektif III adalah menyiapkan rencana sosialisasi dan publikasi 

dengan Satker Internal Ditsamapta Polda Aceh dan Satuan Wilayah di 

jajaran Polda Aceh. 

c. Membuat Nota Dinas Kabagbinopsnal Ditsamapta Polda Aceh Nomor: 

B/ND-08/IX/DIK.2.5/2024/Ditsamapta perihal rapat koordinasi Tim Efektif. 

d. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Efektif pada hari Selasa tanggal 9 

September 2024 pukul 09.00 wib s/d selesai di Ruang Rapat Ditsamapta 

Polda Aceh. 

2. Pembuatan grand design Sistem Rayonisasi Wilayah Polda Aceh dalam 

penanganan unjuk rasa. 

a. Membuat Nota Dinas Kabagbinopsnal Ditsamapta Polda Aceh Nomor: 

B/ND-09/X/DIK.2.5/2024/Ditsamapta perihal rapat pembentukan 

rayonisasi polres. 

b. Melaksanakan rapat Tim Efektif pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 

pukul 09.00 wib s/d selesai di Ruang Rapat Ditsamapta Polda Aceh. 

 

3. Ekspose pembahasan draft sistem rayonisasi wilayah penanganan unjuk 

rasa dengan Dirsamapta dan PJU Ditsamapta Polda Aceh. 

a. Membuat Nota Dinas Kabagbinopsnal Ditsamapta Polda Aceh Nomor: 

B/ND-10/X/DIK.2.5/2024/Ditsamapta perihal ekspose sistem rayonisasi 

wilayah. 

b. Melaksanakan ekspose pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 

09.00 wib s/d selesai di Ruang Rapat Ditsamapta Polda Aceh 

 

4. Penyiapan rencana sosialisasi Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan 

Unjuk Rasa Polda Aceh. 

a. Membuat Nota Dinas Kabagbinopsnal Ditsamapta Polda Aceh Nomor: 

B/ND-11/X/DIK.2.5/2024/Ditsamapta perihal rapat sosialisasi sistem 

rayonisasi wilayah. 

b. Tim Efektif bersama project leader melaksanakan rapat pada hari Selasa 

tanggal 22 Oktober 2024 di Ruang Rapat Ditsamapta Polda Aceh dalam 

rangka persiapan sosialisasi Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan 

Unjuk Rasa Polda Aceh. 
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5. Kegiatan Sosialisasi Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa 

kepada personel Ditsamapta Polda Aceh.  

a. Membuat Sprint Dirsamapta Nomor : Sprin/ 531/X/DIK.2.5./2024 tanggal 

29 Oktober 2024 tentang panitia pelaksana sosialisasi. 

b. Membuat sprint Dirsamapta Nomor : Sprint/532/X/DIK.2.5./2024 tanggal 

29 Oktober 2024 tentang peserta sosialisasi. 

c. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dan Pedoman Teknis Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk 

Rasa kepada personel Ditsamapta Polda Aceh di Aula Ditsamapta Polda 

Aceh pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. 

 

6. Kegiatan Sosialisasi Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa 

kepada Polres Jajaran Polda Aceh.  

a. Membuat Surat Dirsamapta Nomor : Sprin/ 531/X/DIK.2.5./2024 tanggal 

31 Oktober 2024 tentang pelaksanaan sosialisasi melalui Zoom Meeting. 

b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dan Pedoman Teknis Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk 

Rasa kepada Polres Jajaran Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 5 

November 2024. 

 

7. Penyiapan rencana Latihan dan simulasi sistem rayonisasi wilayah 

penanganan unjuk rasa.  

a. Membuat Nota Dinas Nomor : B/ND-12/XI/DIK.2.5/2024/Ditsamapta 

tanggal 5 November 2024 tentang pelaksanaan rapat rencana Latihan 

dan simulasi. 

b. Tim Efektif bersama project leader melaksanakan rapat pada hari Rabu 

tanggal 6 November 2024 di Ruang Rapat Ditsamapta Polda Aceh dalam 

rangka persiapan rencana Latihan dan simulasi lapangan penanganan 

unjuk rasa. 
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8. Melaksanakan Latihan dan simulasi lapangan penanganan unjuk rasa 

a. Membuat sprint Dirsamapta Nomor : Sprint/540/XI/DIK.2.5./2024 tanggal 

7 November 2024 tentang penunjukan peserta latihan dan simulasi. 

b. Melaksanakan kegiatan Latihan dan simulasi Penanganan Unjuk Rasa 

pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dilapangan Apel Mapolda 

Aceh. 

 

9. Bimbingan Teknis ke Mentor 

Tim Efektif dan Projek Leader membuat laporan hasil pelaksanaan 

kegiatan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. 

 

10. Pembulatan seluruh hasil kegiatan 

a. Rapat bersama tim efektif dan Projek Leader pada hari Kamis tanggal 14 

November 2024 dalam rangka konsultasi pembuatan Implementasi 

Proyek Perubahan. 

b. Penandatanganan dan persetujuan Sistem Rayonisasi Wilayah 

Penanganan Unjuk Rasa oleh mentor pada hari Jumat tanggal 15 

November 2024. 

11. Ekspos Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa Polda Aceh 

a. Membuat Nota Dinas Nomor: B/ND-14/XI/DIK.2.5./2024/Ditsamapta 

tanggal 20 November 2024 perihal undangan kegiatan ekspos Sistem 

Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa. 

b. Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 melaksanakan ekspose hasil 

kegiatan Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa, sosialisasi 

di depan mentor dan PJU Ditsamapta Polda Aceh 

 

C. Implementasi Strategi Marketing 

Dalam memasarkan proyek perubahan maka penulis menggunakan 

pendekatan 4P dimana  produk, harga,  lokasi,  dan  promosi  memiliki 

hubungan dengan kepentingan yang tertuang pada penjelasan  sebagai berikut 

: 

Produk        :   Produk yang dihasilkan 
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1. SOP Sirawilpunras Polda Aceh 

2. Pedoman Teknis Sirawilpunras Polda Aceh. 

3. Skenario Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan unjuk Rasa  

4. Tindakan Kepolisian pada Skenario Sistem Rayonisasi Wilayah 
Penanganan Unjuk Rasa. 

 

Price :   1. Dukungan     anggaran     dalam     proyek     perubahan 
menggunakan dukungan Project Leader. 

2. Mudah melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang 
difasilitasi oleh mentor. 

3. Lancar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai output 
jangka pendek dalam proyek perubahan. 

 

Place          :   1. Aula Ditsamapta Polda Aceh 

2. Lapangan Apel Mapolda Aceh 
 

Promotion :  1. Produk akan disampaikan ke seluruh Polres jajaran Polda 
Aceh.       

2. Penggunaan media online, media sosial seperti Instagram, 
youtube, Facebook, dan link berita . 

1.     Diseminasi 
 

a.      Komunikasi stakeholders 

Sebelum dilakukan komunikasi dengan stakeholder 

 

Promoters 

• Kapolda Aceh 
• Dirsamapta 
• Karoops 
• Kasubdit Dalmas 
• Para Kapolres/Ta  

Defenders 

• Masyarakat Aceh 
• LSM 
• Media Massa 

Latens 

• Politisi 
• Tokoh Masy 
• LSM 

Apathetics 

• Masyarakat Aceh 
• LSM 
• Pelaku bisnis tdk 

terdampak 

Influence 

Influence 
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Setelah dilakukan komunikasi dengan stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberhasilan Pelaksanaan Proyek Perubahan ini 

membutuhkan adanya dukungan dari berbagai Stakeholders yang  

telah  dipetakan,  yang  masing-masing  memiliki karakteristik. 

strategi marketing mix melalui  pendekatan  atau cara-cara 

komunikasi yang sesuai dan efektif kepada masing- masing 

Stakeholders proyek perubahan. Komunikasi yang diterapkan 

dengan memberi penjelasan dan informasi tentang Sistem 

Rayonisasi Wilayah Polda Aceh dalam penanganan unjuk rasa 

dengan datang dan tatap muka. Dari penjelasan dan informasi 

yang diberikan para stakeholders memberikan dukungan berupa 

surat pernyataan dukungan dan pembuatan narasi video antara 

lain: 

Influence 

Promoters 

• Kapolda Aceh 
• Karoops 
• Dirsamapta 
• Dirintelkam 
• Direskrimum 
• Dirpamobvit 
• Kasubdit Dalmas 
• Para Kapolres/Ta 

 

Defenders 

• Masyarakat Aceh 
• LSM 
• Media Massa 

Latens 

• Politisi 
• Tokoh Masy 
• LSM 

Apathetics 

• Masyarakat Aceh 
• LSM 
• Pelaku bisnis tdk 

terdampak 

Influence 
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1) Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko, S.I.K, M.H. 
2) Karoops Polda Aceh Kombes Pol. Heri Heryandi, S.I.K. 

3) Direktur Samapta   Polda   Aceh   Kombes Pol   Ery Apriyono, 

S.I.K, M. Si 

4) Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Aceh Kombes Pol Yudy 

Chandra Erlianto, S.I.K, M.H. 

5) Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombes Pol Ade 

Harianto, S.H, M.H. 

6) Direktur Intelijen Keamanan Polda Aceh kombes Pol Mohammad 

Ali Kahdafi, S.I.K. 

7) Kapolres Pidie Akbp Jaka Mulyana, S.I.K, M.I.K. 

8) Kapolres Tamiang Akbp Muliadi, S.H, M.H. 

9) Kapolres Sabang Akbp Erwan, S.H, M.H. 

10) Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Aceh Kompol Rizal 

Antoni, S.H. 

11) Ketua LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, S.E. 

12) Panglima Loat Aceh Miftach Tjut Adek. 

13) Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Aceh T g k .  H .  

M a k h y a r u d d i n  Y u s u f .  

14) S e k r e t a r i s  W i l a y a h  P a r t a i  N a s d e m  A c e h  H .  

H e r i  J u l i u s ,  S . S o s ,  M . M  

15) N e w s  M a n a j e r  S e r a m b i  I n d o n e s i a  D r s .  B u k h a r i  

M .  A l i .  

 

b.      Publikasi 

1) https://atjehwatch.com/2024/11/10/ditsamapta-polda-aceh-gelar-

sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-rasa/  

 

 

 

 

 

 

 

https://atjehwatch.com/2024/11/10/ditsamapta-polda-aceh-gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-rasa/
https://atjehwatch.com/2024/11/10/ditsamapta-polda-aceh-gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-rasa/
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2) https://komparatif.id/polda-sosialisasikan-sistem-rayonisasi-unjuk-rasa/  

 

 

 

 

 

 

 

3)https://ditsamaptapoldaaceh.com/2024/11/11/ditsamapta-polda-

aceh-gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-

unjuk-rasa/  

 

 

 

 

4) https://aceh.tribunnews.com/2024/11/10/ditsamapta-polda-aceh-

gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-

rasa  

 

 

 

 

 

 

https://komparatif.id/polda-sosialisasikan-sistem-rayonisasi-unjuk-rasa/
https://ditsamaptapoldaaceh.com/2024/11/11/ditsamapta-polda-aceh-gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-rasa/
https://ditsamaptapoldaaceh.com/2024/11/11/ditsamapta-polda-aceh-gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-rasa/
https://ditsamaptapoldaaceh.com/2024/11/11/ditsamapta-polda-aceh-gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-rasa/
https://aceh.tribunnews.com/2024/11/10/ditsamapta-polda-aceh-gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-rasa
https://aceh.tribunnews.com/2024/11/10/ditsamapta-polda-aceh-gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-rasa
https://aceh.tribunnews.com/2024/11/10/ditsamapta-polda-aceh-gelar-sosialisasi-sistem-rayonisasi-wilayah-penanganan-unjuk-rasa
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5) http://www.gemarnews.com/2024/11/ditsamapta-polda-aceh-

laksanakan.html  

 

 

 

 

 

 

6) Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar 

 

a.  Pengembangan Organisasi Pembelajar (Individu) 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia  merupakan  kunci 

keberhasilan  pembangunan  nasional.  Hal ini  perlu disadari,  karena 

manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. 

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang 

http://www.gemarnews.com/2024/11/ditsamapta-polda-aceh-laksanakan.html
http://www.gemarnews.com/2024/11/ditsamapta-polda-aceh-laksanakan.html
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ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara No 10 

Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Sipil Negara 

telah mengamanatkan pentingnya Pengembangan Kompetensi  baik teknis 

maupun manajerial. Penunjukan personil yang dilibatkan dalam proyek 

perubahan ini mempunyai kemampuan  teknis maupun  manajerial  dari 

pangkat bintara maupun perwira dalam mendukung aksi Proyek 

Perubahan. 

b.  Pengembangan Organisasi Pembelajar (Tim Efektif) 

Perbaikan secara terus menerus atau continuous improvement 

telah menjadi tuntutan bagi setiap organisasi saat ini. Berbagai organisasi  

berusaha  memperbaiki  diri agar  tidak  tertinggal dengan perkembangan 

dunia yang semakin maju dan mengglobal. Hal ini harus menjadi perhatian 

bagi sebuah organisasi, gaya organisasi   perintah atau komando menjadi 

sharing atau partisipatif. Organisasi harus memberikan  kesempatan  bagi  

anggotanya untuk selalu belajar  dan berkembang sehingga dapat 

memberikan dampak  positif bagi organisasi tersebut. Salah satu strategi 

yang harus dilakukan adalah mengembangan learning organization. 

Adapun bentuk pengembangan organisasi pembelajar pada tim 

dilaksanakan melalui kegiatan formal dan informal dalam rapat, konsultasi  

dan  ekpose  kegiatan,  pada  proyek perubahan,  sebagai berikut: 

1. Menyamakan persepsi, pemahaman kepada Personil, stakeholder 

internal dan eksternal bahwa proyek perubahan yang dilakukan 

sangat penting dalam upaya penanganan unjuk rasa di wilayah Polda 

Aceh.  

2. Melakukan koordinasi, asistensi, sinergi, kolaborasi dan pendampingan 

terus menerus dengan stakeholder lain, untuk mendapatkan 

dukungan. 

3. Transfer Knowledge, dalam proses mencapai tujuan  bersama, setiap 

anggota tim efektif baiknya memiliki pemahaman yang sama akan 
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situasi, kondisi dan informasi yang terjadi dalam tim sehingga tidak ada 

yang tertinggal dan dapat maju bersama 

4.  Mentoring, dalam memperlajari hal baru, tentu masih butuh orang lain 

untuk mendapat arahan saat kita bertemu masalah dan belum tahu 

jalan keluarnya. Selain itu, dalam proses mempelajari hal baru kita 

hendaknya mau  mendengarkan  saran  dan  masukan  orang lain 

seperti dalam  sesi  koordinasi,  konsultasi  bahkan  dalam  upaya 

memobilisasi stakeholders. 

c. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan untuk implementasi Proyek 

Perubahan 

 

1.  Manajemen Pemerintah 

Manajemen Pemerintahan Konteks bernegara, setiap 

organisasi apapun itu bentuknya harus memiliki visi dan misi yang 

harus sejalan dengan tujuan nasional, yaitu selalu mengarahkan pada 

peningkatakan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar makin 

maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Salah satu tantangan dalam 

menghadapi perkembangan jaman saat ini adalah bagaimana mensikapi 

era kemajuan yang serba canggih dan selalu berubah yang lebih dikenal 

dengan VUCA word. 

VUCA yang merupakan singkatan dari Volatile (bergejolak), 

Uncertain (tidak pasti), Complex (kompleks), dan Ambigue (tidak jelas) 

merupakan gambaran situasi di dunia bisnis di masa kini yang berimbas 

pada manajemen pemerintahan, Volatility berarti sebuah perubahan 

dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi 

dan politik. Uncertainty bermakna sulitnya memprediksi  isu  dan   

peristiwa  yang  saat   ini  sedang  terjadi. Complexity adalah adanya 

gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. 

Ambiguity didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang 

berbaur dari berbagai kondisi yang ada  atau  sebuah keadaan  yang  

terasa mengambang  dan kejelasan masih dipertanyaakan, Bob  
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Johansen, dari Institute for the Future, mengadaptasi  VUCA untuk 

dunia bisnis dalam  bukunya tahun 2009, Leaders Make the Future. Ia 

mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk 

menanggapi  ancaman  VUCA, yang disebut VUCA Prime, yaitu Vision 

(buatlah visi yang jelas), Understanding  (Pahami  situasi),  Clarity  

(Komunikasi  dan kolaborasi), Agility (Lincah Mengelola organisasi). 

Amanat UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayan Publik, yaitu; 

partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, 

efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan mengamanatkan 

agar organisasi pemerintah terus berbenah dan melakukan  inovasi  di  

berbagai sektor  publik, untuk beradaptasi dengan  zaman.  Selain itu 

para aparatur dituntut untuk mampu menyusun perencanaan hingga 

evaluasi yang beradaptasi dengan perkembangan jaman di era digital ini. 

Dari penjelasan VUCA Prime berkaitan dengan Proyek Perubahan 

banyak mengulas cara bertindak anggota polri polda Aceh. Polri 

sebagai unsur utama pemelihara keamanan ketertiban masyarakat 

merupakan visi utama Polri yang jelas, selanjutnya selalui melihat situasi 

dan kondisi dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman dinamika 

tugas kepolisian dan berinovasi dengan menyusun Sistem Rayonisasi 

Wilayah Polda Aceh sebagai solusi yang efektif dalam penanganan 

unjuk rasa. Polri bekerja memerlukan dukungan masyarakat dan 

stakeholder menjadikan untuk mengutamakan koordinasi dan kolaborasi 

dalam melaksanakan tugas.  Sistim  Rayonisasi  Wilayah  Polda Aceh 

bersifat Responsif dengan mengedepankan kegiatan Persuasif dan 

Preventif dikelola dengan prinsip terpadu, terintegrasi, dan terkendali. 

2. Hak Asasi Manusia  

Hak Asasi Manusia bukan hanya tulisan atau aturan yang dapat 

kita lihat dan baca akan tetapi Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar 

yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia bersifat universal 

dan nondiskriminatif oleh karena itu harus dihormati dan dilindungi, 
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dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan. Sebagai Langkah kongkret 

Pemerintah maka disusunlah Rencana Aksi Nasional Hak Azasi 

Manusia (RANHAM).  RANHAM dilaksanakan   melalui aksi HAM 

dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan mengikut sertakan 

masyarakat.   Keterkaitan  implementasi  Hak  Asasi  Manusia  dalam 

Proyek Perubahan  dilihat dalam  penanganan  unjuk rasa personil 

Polri sesuai peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan 

kekuatan dalam tindakan kepolisian sudah diatur urutan tindakan mulai 

kehadiran polisi dilapangan sampai dengan kegiatan penindakan 

dengan senjata api bersifat melumpuhkan tidak mematikan. Tindakan 

ini meratifikasi   Rancangan   Aksi Nasional   Hak   Azasi Manusia. 

Kemudian Sistim  Rayonisasi  Wilayah  Polda Aceh dalam penanganan 

unjuk rasa mengedepankan kegiatan Preventif bersifat pencegahan 

dengan menghentikan dan melokalisir unjuk rasa tidak meluas. 

3. Membina Kerjasama Tim   

Kerjasama tim bukan hanya sekadar kata-kata yang terdengar 

baik, tetapi merupakan fondasi penting dalam mencapai kesuksesan di 

lingkungan pekerjaan.Studi oleh Harvard Business Review menemukan 

bahwa tim yang berkolaborasi cenderung lebih inovatif dan produktif 

dibandingkan dengan individu yang bekerja sendiri. 

Salah satu keuntungan utama dari kerjasama tim adalah 

peningkatan produktivitas kerja. Dalam sebuah tim yang solid, setiap 

anggota memiliki peranan dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Kolaborasi antara individu-individu ini memungkinkan tugas-tugas 

diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dukungan dan 

bantuan dari rekannya juga membantu mengurangi beban pekerjaan 

individu sehingga mendorong pencapaian target secara optimal. 

Selain meningkatkan produktivitas, kerjasama tim juga berperan 

penting dalam pembangunan komunikasi yang efektif di antara 

anggota-anggotanya. Komunikasi yang baik merupakan salah satu 
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kunci sukses untuk menjaga harmoni dan kelancaran jalannya proyek 

perubahan atau tugas-tugas sehari-hari. Melalui diskusi terbuka dan 

saling mendengarkan pendapat serta ide-ide konstruktif dari setiap 

anggota tim, masalah dapat dipecahkan dengan lebih cepat dan solusi 

inovatif pun bisa ditemukan. 

Namun demikian, tidak selalu mudah menjaga kerjasama tim 

karena adanya tantangan-tantangan tertentu seperti perbedaan 

pendapat, kepribadian yang berbeda, atau konflik antaranggota. Oleh 

karena itu, pemimpin harus menciptakan situasi yang menguntungkan 

bagi semua orang agar bisa bekerja sama dengan harmonis. Hal ini 

dapat dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan tentang etika 

kerjasama tim dan bagaimana cara saling mendukung satu sama lain 

dalam mencapai tujuan bersama. 

 

E. Strategi Pengembangan Potensi Diri 

 Berdasarkan rencana pengembangan kompetensi hasil Mentoring 

dengan Direktur Samapta Polda Aceh maka diimplementasikan sebagai 

berikut : 

1. Integritas 

Untuk Konsisten dalam Implementasi Kebijakan mengikuti aturan yang 

berlaku maka penyusun sering melaksanakan Rapat Koordinasi dan 

melakukan komunikasi dengan Tim Efektif agar tujuan dari Strategi 

Ditsamapta Polda Aceh Dalam Penanganan Unjuk Rasa Melalui Sistem 

Rayonisasi Wilayah Penanganan bisa terwujud, selalu mengingatkan Time 

Line pekerjaan melalui  Whatsapp agar tidak ada pekerjaan yang 

dilupakan. 

2. Kerjasama 

Guna mendorong terciptanya koordinasi dan komunikasi yang efektif 

dengan berbagai pihak maka Tim Efektif dan Project Leader selalu 

berkoordinasi dengan seluruh pejabat utama Ditsamapta Polda Aceh guna 

menyelaraskan Program dan Kegiatan yang akan dijalankan. Terutama 

para Kasat Samapta Polres Jajaran dilibatkan dan berpartisipasi dalam 
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pembuatan Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa Polda 

Aceh. 

3. Mengelola Perubahan 

Sebagai bagian dari upaya Perubahan, Direktorat Samapta Polda Aceh 

memanfaatkan Sumber daya personil yang ada melalui Subdit Dalmas 

untuk terus menerus kemudian memberikan Pelatihan dan simulasi Sistem 

Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa yang dilakukan sebagai 

bagian dari upaya meningkatkan kemampuan personil dalam penanganan 

unjuk rasa yang belum optimal. 

 

 

F. Keberlanjutan Proyek Perubahan 

 

Keberhasilan penggunaan Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan 

Unjuk Rasa menjadi bukti nyata bahwa inovasi dapat memberikan solusi 

efektif dalam mengatasi tantangan pelayanan publik, khususnya dalam 

penanganan unjuk rasa. Sistem Rayonisasi Wilyah ini telah menunjukkan 

kemampuannya dalam mempercepat respon terhadap penanganan unjuk 

rasa, memungkinkan penanganan unjuk rasa lebih terpadu dibandingkan 

dengan metode parsial sebelumnya. Keberhasilan ini juga tercermin dari 

meningkatnya koordinasi antarunit kerja yang terlibat, sehingga penanganan 

unjuk rasa dapat dilakukan lebih efisien dan terintegrasi. 

 

Untuk memastikan keberhasilan ini dapat berlanjut, langkah strategis 

jangka menengah dan jangka panjang sangat penting. Polda Aceh perlu 

memperkuat dukungan melalui regulasi formal, seperti penerbitan peraturan 

Kapolda atau surat edaran yang mengatur kewajiban setiap unit kerja untuk 

menggunakan Sistem rayonisasi wilayah sebagai sistem utama dalam 

penanganan unjuk rasa. Selain itu, evaluasi sistem rayonisasi wilayah harus 

dilakukan secara berkala dengan melibatkan analisis data, waktu respon dan 

tingkat eskalasi, yang akan menjadi dasar bagi pengembangan sistem 

rayonisasi wilayah penanganan unjuk rasa. Di sisi lain, pelatihan bagi personil 

Dalmas dalam penanganan unjuk rasa harus terus ditingkatkan baik aspek 

teknis maupun komunikasi dengan satker yang terlibat dalam penanganan 
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unjuk rasa untuk memastikan pelayanan penanganan unjuk rasa yang 

responsif, humanis dan professional. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

40 
 

40 
 

 
SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A.  Lesson Learnt 

Pengalaman yang didapatkan selama memimpin proyek 

perubahan dalam penyusun Strategi Ditsamapta Polda Aceh dalam 

Penanganan Unjuk Rasa Melalui Sistem Rayonisasi Wilayah adalah: 

1. Kepemimpinan yang adaptif, sehingga sebagai project leader 

harus teguh dan tangguh menghadapi berbagai macam saran 

masukan dan juga pola pandang berbeda yang harus di olah 

menjadi satu. 

2. Tim efektif yang kuat dan bersinergi dalam pengerjaan proyek 

perubahan ditengah mengemban tugas tanggung jawab yang 

sangat padat. 

3. Time management penuh tantangan, karena banyak operasional 

Kepolisian harian yang harus dilakukan, serta banyaknya 

persiapan kegiatan kepolisian dan operasi Kepolisian yang harus 

disiapkan dan di koordinasikan menjelang akhir tahun. 

4. Komunikasi baik secara formal dan informal dengan berbagai 

pihak yang mendukung Sistem Rayonisasi Wilayah proyek 

perubahan dan dukungan dalam proses kemajuan bersama 

5. Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan dapat sebagai 

Role Model penanganan unjuk rasa dan solusi efektif merespon 

gangguan kamtibmas di Polda Aceh, serta menjadikan Polda 

Aceh sebagai organisasi yang agile, inovatif dan revolusioner. 

 

B. Hasil Implementasi   

1. Terbentuknya Tim Efektif 

Tim efektif sangat penting  untuk membantu  Project 

Leader dalam  menyelesaikan  Proyek  Perubahan.  Tim efektif 

terdiri dari personil Ditsamapta Polda Aceh. Tim efektif 
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bekerja di kuatkan oleh Sprin Direktur Samapta Polda Aceh. 

Kemudian Tim efektif dibagi menjadi 3 Tim antara lain Tim I 

untuk menyelesaikan SOP dan Pedoman Teknis Sistem 

Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa Polda Aceh, 

Tim II melaksanakan Simulasi dan Latihan Lapangan, Tim III 

merencanakan dan melaksanakan Sosialisasi Sistem 

Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa Polda Aceh ke 

Satker Internal Ditsamapta Polda Aceh dan Polres Jajaran dan 

publikasi. 

 

2.      Tercapai target jangka Pendek Proyek Perubahan 

a. Produk SOP dan Sistem Rayonisasi 

Wilayah  

SOP berisikan tata urutan kegiatan pelaksanaan 

Sistem Rayonisasi Wilayah Polda yang berisi tentang 

Grand design yang terdiri dari Rayonisasi Polres, 

Perbantuan Perkuatan Polda Aceh, dan Komando 

Pengendalian. Sedangkan Pedoman Teknis menjabarkan 

Rayonisasi Polres yang terbagi 6 (enam) rayon sekaligus 

mengatur tugas dan kewajiban dalam satu rayon untuk 

perbantuan perkuatan baik jumlah maupun sarpras. 

Perbantuan Perkuatan Polda diatur berdasarkan lapis 

perkuatan yang terdiri dari kompi dalmas nusantara dan 

kompi kerangka gabungan staf mapolda serta Lapis 

Kemampuan adanya perbantuan Teknis dan sarpras untuk 

membantu polres jajaran. Komando pengendalian 

menegaskan eskalasi situasi hijau (damai), situasi Kuning 

(tidak tertib), merah (melanggar hukum), hitam (anarkis) 

selanjutnya siapa yang bertanggung jawab disertai adanya 

kendali taktis dan kendali teknis dilapangan. 
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b. Terlaksananya sosialisasi Sistem Rayonisasi 

Wilayah 

P e l a k s a n a a n  S o s i a l i s a s i  S i s t e m  
R a y o n i s a s i  W i l a y a h untuk  internal Ditsamapta 
Polda Aceh sebanyak 1x melalui tatap muka 
dilaksanakan  di aula   Ditsamapta  dan  Ruang Rapat 
Ditsamapta  P o l d a  Aceh, selanjutnya terlaksananya 
sosialisasi ke polres jajaran 1 x melalui sarana Zoom 
Meeting. 

c.    Terlaksananya Latihan dan Simulasi Lapangan. 

Pelaksanaan Latihan dan drill dilaksanakan pada 
tanggal 11 November 2024 Untuk kegiatan ini 
dilaksanakan penanganan unjuk rasa berdasarkan asumsi 
kasus dengan menggunakan perkuatan pasukan dan 
sarpras. 

3.      Mengembangkan potensi diri  

a.     Untuk diri sendiri 

Penulis sebagai Project Leader mengembangkan 
gagasan Proyek Perubahan, menentukan   target capaian 
baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, 
membentuk dan  memimpin  tim  efektif, sekaligus  
melakukan  koordinasi, komunikasi dan kolaborasi 
dengan stakeholders untuk menyelesaikan Proyek 
Perubahan, disamping itu penulis juga mengikuti 
p e l a t i h a n  d a n  webinar  untuk menambah wawasan   
dan  pengetahuan  penulis  selaku  Project  Leader 
Proyek Perubahan antara lain : 
1). Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II – 

Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar 
Generasi yang dilaksanakan oleh  LAN RI dan 
ASN  Berpijar pada tanggal  8 Agustus 2024 di 
Jakarta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   43 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

2). Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II – 
Keterampilan Digital (Digital Skiil) Dalam 
Penyususunan Kebijakan yang dilaksanakan oleh  
LAN RI dan ASN  Berpijar pada tanggal  8 
Agustus 2024 di Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

3). Webinar Nasional PKN II Angkatan XXIII Tahun 
2024 yang dilaksanakanan pada tanggal 7 
November 2024  di Bandung dengan tema 
Transformasi Sistem Kebijakan dalam 
Meningkatkan Pemerataan Hasil Pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Untuk Tim Efektif 

Penulis sebagai Project Leader bersama tim efektif 

untuk membangun komitmen bersama untuk 

menyelesaikan target capaian jangka menengah dan 

jangka panjang Proyek Perubahan. 

 



 
 

 
   44 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

c. Untuk Organisasi 

 Penulis sebagai Project Leader menyusun Proyek 

Perubahan dengan harapan Sistem Rayonisasi Wilayah 

Penanganan Unjuk Rasa sebagai solusi yang efektif dalam 

penanganan unjuk rasa sekaligus bisa menjadi Role 

Model penanganan unjuk rasa di wilayah Polda Aceh. 

 

C. Kesimpulan 

Pelaksanaan proyek perubahan dengan menyusun Sistem 

Rayonisasi Wilayah Penangganan Unjuk Rasa di Polda Aceh 

sebagai suatu pola dan metode tindakan   untuk mengendalikan 

beberapa fungsi kepolisian dan Satuan Wilayah secara terpadu dan 

terintegrasi untuk merespon gangguan Kamtibmas pada 

pelaksanaan unjuk rasa. Disamping itu, “Strategi Ditsamapta Polda 

Aceh dalam Penanganan Unjuk Rasa Melalui Sistem Rayonisasi 

Wilayah” sebagai solusi efektif dan efesien mengantisipasi gangguan 

Kamtibmas pada kegiatan unjuk rasa sekaligus menegaskan dan 

menguatkan peran Ditsamapta Polda Aceh sebagai pelaksana dan 

pengendali kegiatan. 

 Dengan adanya kerjasama, dukungan, saran masukan pada 

pengimplementasian proyek perubahan ini, diharapkan pada 

pengimplementasian proyek perubahan jangka menengah dan 

jangka panjang, baik Satker dan Satwil/Polres jajaran Polda Aceh 

dapat memberikan dukungan yang sama besarnya sehingga Sistem 

Rayonisasi Wilayah Polda Aceh ini menjadi Role Model penanganan 

unjuk rasa sehingga memberikan hasil kinerja yang baik untuk 

kemajuan Polri di masa depan. 
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D. Saran 

Dengan adanya proyek perubahan ini, beberapa rekomendasi 

yang dapat disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

menyelesaikan milestone jangka menengah dan jangka panjang 

adalah: 

1. Tim efektif dapat melanjutkan tahapan proyek perubahan ke 

tahap selanjutnya sebagai bahan acuan untuk dapat 

mengimplementasikan Sistem Rayonisasi Wilayah di Polda Aceh 

dalam Penanganan Unjuk Rasa. 

2. Sistem Rayonisasi Wilayah Polda Aceh dapat menjadi Role 

Model penanganan unjuk rasa tidak hanya pada kegiatan unjuk 

rasa tetapi juga pada penanganan konflik lainnya. 

3. Meningkatkan kemampuan personil dengan latihan bersama 

dalam rayonisasi melibatkan polres dan polsek dengan 

mengimplementasikan Pedoman Tekhnis Sistem Rayonisasi 

Wilayah Penangganan Unjuk Rasa di Polda Aceh. 

4. Terdukungnya anggaran operasional kegiatan Sistem Rayonisasi 

Wilayah Polda Aceh dalam Rencana Pengamanan Unjuk Rasa. 

 

  



 
 
 

46 
 

46 
 

 
SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia. 

 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 
 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
 
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Pengendalian Massa. 
 
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. 
 
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM. 
 
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Penindakan Huru-Hara. 
 
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional 
Kepolisian. 

 
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Penindakan Huru-Hara. 
 
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengawasan Melekat. 
 
Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan 

Gerakan Aceh Merdeka Tanggal 15 Agustus 2005 tentang 
Perjanjian Perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan 
Gerakan Aceh Merdeka. 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
   47 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 



 
 

 
   48 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 



 
 

 
   49 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 



 
 

 
   50 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 

 



 
 

 
   51 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 

 



 
 

 
   52 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 

 



 
 

 
   53 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 

 

 

 



 
 

 
   54 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 

 

 

 



 
 

 
   55 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 

 



 
 

 
   56 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

 

 

 

 



 
 

 
   57 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

  



 
 

 
   58 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

Lampiran 1. Output Utama 

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan PedomanTeknis 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
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2. Pedoman Teknis Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk 

Rasa Polda Aceh 
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B. Skenario Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa 

Polda Aceh 
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C. Tindakan Kepolisian Pada Skenario Sistem Rayonisasi Wilayah 

Penanganan Unjuk Rasa Polda Aceh 
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Lampiran 2.  Evidence Pertahapan 
 
A. Pembentukan Tim Efektif 

 
1. Nota Dinas Permintaan Personel  
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2. Pembuatan Surat Perintah 
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3. rapat koordinasi Tim Efektif 
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4. Absensi Kehadiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Notulen 
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B. Pembuatan Sistem Rayonisasi Wilayah Polda Aceh dan SOP 
 
1. Membuat Nota Dinas rapat pembentukan Sistem Rayonisasi 

Wilayah dan SOP ke Tim efektif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Absensi  
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3. Notulen  
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C. Ekspose draft Sistem Rayoniasasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa 
di depan Dirsamapta dan Pejabat Internal Ditsamapta  
 
1. Membuat Nota Dinas Pelaksanaan Ekspose Sistem Rayonisasi 

Wilayah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Absensi  
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3. Notulen 
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D. Penyiapan rencana sosialisasi Sistem Rayonisasi Wilayah 
Penanganan Unjuk Rasa Polda Aceh 

 
1. Nota Dinas Pelaksanaan Rapat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Absensi kehadiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   81 
 

 
 

SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

3.  Notulensi Rapat 
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E.   Sosialisasi Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa 
kepada Personil Ditsamapta Polda Aceh. 

 
1. Sprint panitia sosialisasi dan sprint peserta sosialisasi  
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2. Pelaksanaan sosialisasi sistem rayonisasi wilayah penanganan 

unjuk rasa kepada personel Ditsamapta 
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3. Absensi peserta sosialisasi  
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4. Notulen sosialisasi  
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G. Sosialisasi Sistem Rayonisasi Wilayah Penanganan Unjuk Rasa ke 
Polres jajaran Polda Aceh. 

 
1. Surat undangan sosialisasi melalui zoom meeting  
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2. Notulen  
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H. Penyiapan rencana latihan dan simulasi penanganan unjuk rasa 
 
1. Nota Dinas Pelaksanaan Rapat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Absensi  
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3. Notulen rapat 
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I. Pelaksanaan Latihan dan simulasi lapangan penanganan unjuk rasa 

 
1. Sprin Latihan dan simulasi  
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2. Laporan hasil Latihan dan simulasi  
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J. Bimbingan Teknis ke Mentor 
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K. Pembulatan seluruh hasil kegiatan pada tanggal 12 November 2024 di 
ruang rapat Ditsamapta yang dihadiri oleh tim efektif dan project leader 

 
1. Nota Dinas Pelaksanaan Rapat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Absensi Rapat  
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3. Notulen  
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L. Ekspos Hasil kegiatan Sistem Rayonisasi Wilayah Polda Aceh di 
Ruang Rapat Ditsamapta Polda Aceh yang dihadiri Mentor dan PJU 
Ditsamapta 
 
1. Nota Dinas Pelaksanaan Ekspos hasil kegiatan   
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2. Absensi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Notulen 
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Lampiran 3. Bukti Pendukung/testimoni stakeholder 
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Lampiran 4.  Formulir Pelaksanaan Mentoring 
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Lampiran 5. Lembaran Bimbingan dengan Coach  
 
 
 
   



 
 
 

113 
 

113 
 

 
SISTEM RAYONISASI  
WILAYAH PENANGANAN 
UNJUK RASA 
 

Lampiran 6 Lembaran Bimbingan dengan Mentor 
 
 
 

  

 


